[ SALINAN ]

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 73 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri

Mengingat

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran
antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja
berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD dan
Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja
berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah,
dan tata cara pergeserannya dilakukan dengan cara
mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran
APBD;

b. bahwa dalam rangka penyesuaian anggaran belanja Dana

1.

Penyesuaian Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif
Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, Peraturan
Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penetapan
dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Aceh Untuk
Antisipasi dan Penanganan Dampak Penularan Corona Virus
Disease 2019 Tahun Anggaran 2020 dan Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/KM.7/2020 tentang
Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan
Bantuan  Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan
Gelombang III Tahun Anggaran 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Banda Aceh tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 73 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 359,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);



10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4455);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 1983 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3247);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan .....



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020
tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
155);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor
1), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda
Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun
Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 3 Seri A Nomor 3);

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun
2019 Nomor 4);

19. Peraturan



19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2020 tentang
Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan
Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam
Wilayah Aceh Tahun Anggaran 2020;

20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2020 tentang
Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan
Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se
Aceh Untuk Antisipasi dan Penanganan Dampak Penularan
Corona Virus Disease 2019 Tahun Anggaran 2020;

21. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 73 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota
Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah
diubah keempat kalinya dengan Peraturan Walikota Banda
Aceh Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat
Kalinya Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 73
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 73 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh
Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 73),
sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan Peraturan
Walikota Banda Aceh Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 73 Tahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota
Banda Aceh Tahun 2020 Nomor 65) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun
Anggaran 2020 semula berjumlah Rp 1.417.727.882.212,-
berkurang sebesar Rp. 220.856.715.049,- sehingga menjadi
Rp. 1.196.871.167.163,- dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pendapatan .....



(1) Pendapatan :
a. Semula
b. Berkurang
Jumlah Pendapatan

Setelah Perubahan

(2) Belanja :
a. Semula
b. Berkurang
Jumlah Belanja
Setelah Perubahan
Defisit Setelah

Perubahan

(3) Pembiayaan :
a. Penerimaan
1) Semula
2) Bertambah
Jumlah Penerimaan

Setelah Perubahan

b. Pengeluaran
1) Semula

2) Bertambah

Jumlah Pengeluaran

Setelah Perubahan

Rp. 1.415.527.882.212,-
Rp.

Rp. 1.189.271.167.163,-

Rp. 1.417.727.882.212,-
Rp.

226.256.715.050,- ()

220.856.715.049,- ()

Rp. 1.196.871.167.163,-
Rp. (7.600.000.000),-
Rp. 10.000.000.000,-
Rp. 0,- ()
Rp. 10.000.000.000,-
Rp. 2.400.000.000;,-
Rp. 0,- (v)
Rp. 2.400.000.000;,-

Jumlah Pembiayaan Netto

Setelah Perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Tahun

Berkenaan

Rp. 7.600.000.000,-

Rp.

Pasal 2

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I dan Lampiran II

Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal _11 Agustus 2020 M
21 Dzulhijjah 1441 H

WALIKOTA BANDA ACEH,
CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal _11 Agustus 2020 M
21 Dzulhijjah 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,
CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
~—1KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA.#
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